
BUPATI CIANJUR

PERAAURAN BUPAT1 CIANJUR

NOMOR 44 TAHUN 20I4

TENTANG

PEMBENAUKAN, ORGANISASI DAN TA'IA KERJA
BAI,AI PENINGKATAN MUTU PENDIDIIGN NONFORMAI DAN INFORMAL

PADA DINAS PENDIDIKAN (ABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAI'TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

: a. bah{a berdasarkan Peratu.an Daerah Kabupaten
cidjur Nomor I Tahun 2013 tenrang perub;han
Ketlga atas Peraturm Daerall Kabupaten Cimjur
Nomor 07 Tanun 200a tentalg Organisasi
Pemerintahan Daerai dm Pembentukan Organisasi
Peranskat Daerah Kabupaten cianjur, telah terjadi
perubahan bagd struktur organisasi Dinas
Pendidikan Xabupaten Clmjurj

b. bahwa dalm rangka optimalisasi pelayanan kepada
masyarakat di bideg peningkatd mutu pendidikan
nonfomal dan informal, perlu menata kembali
pembeituke Balai Peningkatan Muru pendidikan
Non Formal dan Infomal yang menyelenggarakan
sebagian tugas dan funssi Dinas Pendidikm
Kabupaten Cianjur;

c. bahra berdasarkan pei.imbmgan sebagaimana
dihai{sud dalam hurul a dan huruf b, pe.lu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pehbentukao,
Orgmisasi dm Tata Ke.ja Batai peningkatm Mutu
Pendidlkd Nonfornal dd lnlormal pada Dinas
Pendidikan Kabupaten cianjur;

: 1, Undadg Undmg Nomor 23 Tanun 2003 tentang Sistem
Pendidikan (lrmba.d Negtra Republik Indonesia
Tanh 2003 Nomor 7a, Tmbahm Lembard Nesda
PrpLb'ik IndonF\ia No nor a3Olri

2. Undmg-Undang Nomo. 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negtra (Ledbdm Negara Repubtik
lndonesia Taiun 2014 Nomor 6, Tmbaha! tEmbard
Negara Republik lndonesia No@or 5494);



a.

6,

2

Und@g-Unddg Nooor 23 Tanun 2014 tentaDg
PemerintalEn Daeran (rrmbaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tmbahe
kmbaran Negara Republik hdonesia Nomo. 55a7)
sebagaimana telah diubah delgan peraturan
Pemerintah Penggand Undane-Undang Nomor 2 Tanun
201! 'el a lC Perubd}ar Ar-: UndrA-UnomE Nonor
)l Tchun 20la len es Pcnennrat dn D€-,dtr
(Lembdm NeeaE Republik Indonesia'tahun 201.1
Nomor 246, Tmbahan Lembaran Negda Republik
Indonesia Nomor 55a9);

Pemturd Pemerintah Nomor 41 'fanun 2OO7 tentang
Pedomm Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor a9,
'lambahan lf,mbaran Negara Repubiik Indonesia

Peraturan PemeriDtan Nomor 47 Tahun 2OO8 tenrang
wdjib Beldjd llfmbaran \eg"rc Rep rbtik lnoonesi;
'lahun 2ooa Nomor 90, Tambahm tEmbarm Negara
Republik indonesia Nohor 4a63);

Peratu.an Menteri Dalam Negei Nomor 57 Tahun 2OO7
len@nB Prruniuk Tekni! Penducn Ores-'sasi
P"rdngkar Dae_"\ -poagarn da lelr diLbah dFr gdn
Peraturan Menten Dahm Negeri Nomor 56 Talun 2O1O
tentang Perubahan Atas Peraruran Menteri Daiam
Negeri Nomor 57'rahun 2007 Tentang petunjuk'feknis
Penataan Orgdisasi Peragkat Daerah (Berira Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537)l
Peraturm Daerah Kabupaten Cidjur Nomor 07 Tahun
2oo8 tentmg Organisasi Pemerinrahd Daerah dan
Pembentukan Orgdisasi Perangkat Daeran {Letubarm
Daerah Kabupaten cianju Tanun 2OOa Nodor 07 Serl
D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan DaeEh Kabuparen Ciaojur Nomor 9
Tahu 20i3 tentang Perubahan Ketiga aras Peratu.d
Daerah Kabupaten Cimjur Nomor 07 Tanun 2OOa
tentang Organisasi Pemerintahan Daeral dan
Pembentukan O.g&isasi Perangkat Dae.ah Kabupaten
cianjur (Lembara! Daeiah Kabuparen cimjur Tahun

Peratu.an Bupati Cimju Nomor 42'Iahun 2013
lentjneT rg.s. Fungsi dan Td'd Kp-i" .n.. O.gdi.a\.
di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cidjur
(Eerita Daeran Kabupalen Cidjur'lahun 2013 Nomor
42).

MF]MIJTIISKAN:

Menetapku :PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENINGXATAN MU'IU PENDIDIKAN NONFORMAL
DAN INFORMAL FADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
CIANJUR.
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BAB I

KMENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daqa} adabn &bupatetr ciajur.
2. Pemerintan Daeran adahn Peme.intan Kabupaten Cianju..

3. Bupati adakn Bupati Cidju..
4. Sekretaris Daersh selanjutnya disebut Sekda adalall Sekretaris Daeran

Kabupaten ciatrjur.

5 Dira< "dala} Dina" P-ndidr*tu Kabup€ cn Cr ur.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikm Kabupaten Cimju.
7, Balai Peningkatm Mutu Pendidikan Nonformal dan Informal pada

Dinas Pendidikan selanjutnya disingkat BPMPNFI adalah Unit
Pelaksda Teknis pada Dinas Pendidikan yang bertugas dm memiliki
wihyan kerja seluruh (ecamatan di linekunsd (abupaten Cianjur.

a. Kepala Balai Peningkatm Mutu Pendidikm Noolormal dm Inlormal
pada Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Kepala BPMPNFI adalah
Kepala BaLai Peningkatan Mutu Pendidikan Nonfo.mdl dan Inlormal
pada Dina6 Pendidikan Kabupaten Cianjur.

9. Kepala sub Baglm Tata Usaha selanjutnya disebut Kasubbag TU
adahn Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Peningkat@ Mutu
Pendidikan Noniormai dm Infor"ul lada Dinas Pendidikm.

10. Jabatd Fungsional Umum adalall kedudukm yang menunjukkan
tugas, tmggung jawab, wewendg dan hak seseorang PNS dalam
rdgka menjalankan tugas pokok dan lungsi keahlian dan/atau
iererMpilzr L-h k mea,,p. rujuan or8a.$s.

ll,Kelompok Jabatan Fungsional Te.tentu adalah Kelompok Pegawai
Negei sipil yug diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang beMenane untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai
dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan
lungsi BPMPNFI pada Dinas Pendidikd Kabupaten Ciajur.

BAB 11

PEMBENTUI(AN

Pasal2

Deisan P€raturd Bupati ini dibenruk BPMPNFI.

BAB III
KEDUDUIGN, TUGAS DAN FUNCSI

Bagi@ Kesatu

Kedudukan

Pasal3

(1) BPMPNFI adalah unsur pelaksda teknis operasional dan/atau teknis
penunjang Dinas di biddg peningkatan mutu pendidikm nonfomal
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(2) BPMPNFI sebagaimda dlmaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seormg
Kepala yag berada di bawan dm bertanggung jawab kepada Kepala

Bagian (edua

Tugas de Fungsi

Pasal4

{1) BPMPNFI mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Dinas dibidang penyele.gga.am pelatihan dd Pengembangm
pendidikan non rormal dm inlomal sesuai densan peratur@
perunda4 undmgan,

(2)Dalm melaksanakm tusas sebasaimana dimaksud pada ayat (1),
BPMPNFI mempunyai lungsi :

a. penetapan pen rusunm rcncda kegiatan BPMPNFI sesuai dengan
Progrm dd kegiatan Dinasr

b. penyiapm bahan koordinasi perumusm prog.m dm keglatm
dinas di bidmg pelatihm dM pengembangan pendidikan non
formal dd iolomal sesuai dengd peraturm peruodmg

c. penyiapan bahd koordinasi perumusan kebijakan teknis
lenyelenggdun pelatihan tenaga kependidikd dd
pengembangan pendidikd nonlomal dan infomal sesuai dengd
peraturan Petudd8 unddgan;

d- peldlGmad pelatihan pendidik dm tenaga kependidikan
non fomal datr i.lormal sesuai dengan peraturan perundang-

e, pelal{smd penelitian dm pengembangan model pendidikan non
lomal informal sesuai dengan peraturan perundang undangdl

t perar<smm pengelolaan urusan keudgd, kepegawalm, dsip
dd ketatausaha@ sesuai denga peraturan perund@g-

g. pelaksanaan evaruasi dm laporan kegiatm BPMPNFI sesuai
dengm peratumn perundang-undmgaD;

h. pelaksmaan tugas lain lag diberlkan oleh Kepala Dinas sesuai
dengm peraturd Perundang-undmgan.

BAB IV

OROANISASi

Bagian Kesalu

UnsurOrgeisasi
Pasal 5

Unsur orgmisasi BPMPNFI tediri atas :

1. unsur pimpinm adalah Kepala;

2. unsur pembantu pimpin@ adalan Kasubbag TU;

3, unsur pelatsana adalah Jabatan Fungsional Umm, Seksi, dan
Kelompok Jabatm Fungsional Tertentu.
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Susunan Organisasi

BPMPNFI, terdiri atas ;

{r)

12)

(1) susunan orsdisasi

b. Sub Bagiao Tata Usaha;

c. Jabat@ Fungsional Umumj
d. Seksi Pelatihan Pendidik dd Tenaga rependidikani
e. Seksi Pengembanganr

t Kelompok Jabatd Fungsional Tertentu.
(2) Bagan struktur organisasi BPMPNFI sebagaimana dalam Lmpiran

sebagai baglan ymg Lidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKO( DAN FUNGSI UNIT ORGANISAS]

Bagian Kesatu

Kepala
pasal 7

BPMPNFI dipimpin oleh seormg repala.
Eepala sebagaimana dimaskud pada ayat {1), mempunyai tugas pokok
membantu (epala Dinas dalam menyelenggarakan di bid@g pelarihh
pendidik dan tenaga kependidikan nonformal dao informat,
pengembansan model pendidikan nonfomar dan iorormat serta
memihpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan BPMPNFI sesuai
de.gd peraturan perunddg undangan.

Urtuk melatsanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), (epala BPMPNFI mempunyai tunssi :

a. perumusan de penetape prcgrm kerja BPMPNFIj

b. penyiapan bahan pen rsunan kebijath lmum daerah dibidans
penyelengg aan pelatihan datr pengeobdsm pendidikan
nonformal dan infomalj

c. peoyiapm banan perumusm kebtakan Dinas di bidang pelayand
penyelengsa.am pelatihd dd pensembmgd pendidikd
nonlormal dan informal;

d. penetapm rencana kebutuhao sdda dan prasa.ana untuk
operasional penyelenggaram kegiatan BPMPNFI;

e, peiaksanaan opemsional psnyelenggaram pelatihan dan
pengembangaq pendidikan nonfortual dd idormal sesuai dengm
peratunn perundans-undaneanl

t pelaLsd@n penyelenggeen pelatjhm pendidik dd tenasa
kependidikan nonformal dm infomal sesuai dengd peratur@
perundang unddsan;

(3)
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g. pelal<seam penelitian dan pengembdgan model pendidikan
nonlormal dan infomal sesuai dengan peratuan perunddg

h. pelaksanaan pembinm dd pengawasd operasional pelatihm
dd pengembmsan pendidikd oonrormal dan infomal;

i. pelaksanafu penilaian hasil kerja bawand berdasdkd prestasi
ker a rnl k bal an Dembuartu so\Er.- krrjc lesauai;

j. pelaksanaan daruasi dd pentrusuna laporan kegiatan BPMPNFI;

k. pelar.seafu tugas-tugas kedinasm lainnya ymg dibenkan oleh
(epala Dinas sesudi d.ngM rugas dan fJng\.-ya

Bagia! Kedua

Sub Bagian Tata Usana
pasat 8

(1) Sub Bagid Tata Usaha dipjmpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
(2) Kepala sub Bagid sebasaimana dimaskud pada ayat (11, mempunyai

tusas pokok menyusun, m€nskoordinasikd, melaksanakm, dan
mengendalikd pengelolad ketatausahaan BPMPNFI sesuai dengan
peraturan perunddg-undangan,

(3) untuk menyelenggaral{m tusas pokok sebagaimma dimaksud pada
ayat (2), bsubbag'rU mempunyai lungsi i

a. len}lsunan rencana kegiatd sub Bagim Tata usaha;
b. penyiapan da penFsunm rencoa kerja BPMPNFI;
c. lela}s@aan pengelolad urusan administrasi umum,

kepegawaim, keuangan dm perlengkapan, amah tr8ea dan
hubungao masyaraLat BPM PNFI i

d. lenyiapan bahad fasilitasi dd .lukungan administrasi pengeloltu
kepegawaid BPMPNFIi

e. penyiapan dan penlusunan bahan lemblraan pegawai di
lingkungan BPMPNFIi

t pengelola@ administrasi keuangan dan perlengkapan;
g. penlusunan lapoEn pelaksdad kegiatan BPMPNFI|
h. pel.l{smaan penilaian hasil kerja bawahd berdas&kd prestasi

kerja untuk bahd pembuatan Sasaran Kerla Pegawai;
i. pelaksanaao evaluasi dan pelaporan pelaksanad rugas Sub

Bagim Tata Usanai
j. pelal.sntu hrs6 kedi@s lain esui densm bidag tusas de

Bagid Ketiga

Jabatd Fungsional Umum

Pasal9
(1) Jabato Fungsional Umum menjartu*d tugas pokok dd tungsi

sesuai keahlid dan/atau ketermpild yeg dimiliki untuk mencapai
tujum ors isasi BPMPNFI.
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{2) Uituk oenyelenggtrakan tugas pokok dd fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Umum berada di bawah
Sub Bagian Tata Usana.

(3) Nomenklatur Jabatd Funssional Umum sebagaimma djm.1<sud pada
ayat (2) ditetapkan dengan &putusan Bupati.

(4) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dihat{sud pada
ayat {3) ditetapkan dengan Peraturan Bupari.

Bagim Keempat

Seksi Pelatihan Pendidikdan Tenaga (ependidikan
pasat 10

Seksi Pelarihan Pendidik dan Tenaga Kependidikm mempunyai tugas
pokok tueial{smakan pelatihan pendidik dm tenaga kependidikd
nonformal .lan infotual sesuai dengan peraturan perundans undds4n,

Pasal I1
Dalam melaksmahm tugas sebagaimana dimat<sud pasal 10, seksi
Pelatihd Pendidik dan Tenaga (ependldikan menyeten8gdakan tungsi :

a, penlusunan dan pelaksdad rencda kegiatan Seksi pelatihtu
Pendidik de Tenaga xependidlkm sesuai denean rencana kesiatan
BPMD\FI;

b. penyiapa! bahm koordinasi perumus@ kebijakan teknis Dinas .li
bidang penyelenggarae pelarihan pendidik dan tenaga kependidikan
lonlormal daD i.iormal sesuai dengan peraturan perundans-

c. pelaksanaan teknis penyelenggaan pelatihan pendidik dd tenasa
kcp"ndidikan nonrom.l dcn a"n8"r pere.urar
petudmg-undangdl

d, penguhpulan dan pengolahan data lendidik dm tenaga kependidikan
dan pelaksdan pelatihe pendidik dan teDaga kependidikan
nonformal dan inlormal sesual dengd peraturd perundang

e. pelatseaan koordioasi, konsultasi dengan unir orgmisasi di
lingkungu BPMPNFI, dinas dan/atau lembaga Lain yang terkait
dengan bidang tugas Seksl Pelatihan pendidik dd Tenaga

l. penyiapan band koordinasi lenFsunan evaluasi dao taporm
pela&sda kegiate BpMpNFi di bidang petat<sanad peEtihan
pendidik dan tenaga kependidikan nonlormal dan infomal sesuai
dengan peratu.an perundans-uoddsanl

g. pen usunan evaluasi dan laporan pelaksanm kegiaran Seksi
Pelatihm Pen.lidik dan Tenaga Kelendidikan kepada Kepala apMpNFL

h. pel.nsmad tugas lain ymg diberikatr oleh Kep.la BPMPNFI
berdasarkao peraturan perundang-undang.
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Bagid (elima

Seksi Pen8embangan

Pasal 12

Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksmakan
pengembangan model pendidikd nonformal informal sesuai peraturtu
Perundee undangan.

pasal 13

Dal@ melaksaakd tugas sebasaimda dimaksud daiam pasal 12. Seksi
Peneemotrgd menyelenggardkdr lLngsi :

a. penlusunan dan pelaksanad ftncma kegiatan Seksi peosembanqan
6e(ua. dFrctr rnc.le keBidkn Bo\4PNFl,

b. petryiapan baid koordinasi pemusan kebijakan teknis dj-tas di
bidang penyelenggarad pengembangan model pendidlkm nonformal
dd sesuai dengan peraturan perundang-undd8anj

c. pelatsden pengembdgan model pendidikao non tormal .tan
inlormal sesuai dengan peraturan perundmg undangan;

d. pelalsdaan koordinasi, konsultasi unit organisasi di tiogkungan
BPMPNFI, dinas dan/atau Lembaga lain ymg terkait dengm tugas
Seksi Pengembdgdi

e. penyiap@ banm koordinasi penyusunan evaluasi dan lapor@
pelaksmad kesiata BPMPNFT di bldmg pensembdsd pendidikan
non fotual dan infomal sesuai dengan peraturm perunddg,

I pen usunan evaluasi dan lapo.tu pelaksmaan kegiatan Seksi
Pengembangan kepada Kepala BPMPNFI;

g. Pelalsan@n rugas lain yang diberikm oleh Kepata BPMPNFI
berdasa kd perrtur"n pFn idms-Jndansd.

Bagim Keenam
(elomlok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 14

(I) Kelompok Jabatan Fungsional Te.rentu mempunyai tugas pokok
melaLsaakd sebagian tugas pokok dan lungsi BPMPNFI sesuai
dengd keanlian .lan kebutuhan,

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertenru sebasaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas sejhlan knasa, datd ienjans iabat@
ruqssional yang terbasi dalam berbasai kelompok sesuai dengh

(3) setiap Jabatan Fungsiooal Tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dipimpin oleh seorans tenaga Iunssional senioryang ditunjuk
oleh Kepala Dinas dd bertdggung jawab kepada Kepala BPMPNFL

(4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatd funcsional tersebut pada ayat (2)
ditentukd berdasarkan kebutuhan dd beb& kerja densan
berpedoman kepada peraturan perundmg unddgan,



BAB V
TATA KERJA

Bagia. Kesatu

Uoum
Pasal15

(l) Dalm pelal<seaan tugas, Kepala BPMPNFI wajib melal{sanakan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkrcnisasi, dd simplifikasi secda
vertikal maupun horiental,

(2) Kepala BPMPNFI wajib memimdn dan mengkoordinasikm
bawalmtrya serta memberikm bimbingan, pengendalim, dan
petunjuk bagi pelaksmaan tugasnya.

(3) Kepala BPMPNFI wajib melakukan hubu.san ke{asama secda
fussional ssuai densh struktur dan jenjmg jabatm.yang berlaku
secda ve.tikal dan horizontal.

Bagian Kedua
pelaporan

Pasal 16

(1) kpala BPMPNFI wajib mensiLati dao mematuhi petunjuk petunjuk
dan bertanggungjawab kepada (epala Dioas serta menyampaikan
laporm tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporm ydg diterima oleh Kepala BPMPNFI dari bawahannya,
wajib diolah dd dipersunakan sebagai pen rsunan laporm lebih
ldjut dao untuk membenkd petunjuk kepada baMhamya.

(3) Daram menyampaikan lapor@, tembusenya disampaikan kepada
satuan unir organisasl lainnya yde secda fungsional mempunyai

Bagian (etiga

Hal Mewakili

Pzs2l 17

Dalam hal ilepala BPMPNFI berhalangan, Kepara BPMPNFI menunjuk
Kasubbag TU dan/atau jabatan fungsionaL sesuai dengd bid@g tugasnya
dengd memperhatikan senioritas kepdekatmnya;

BAB VIi
PEMBIAYAAN

pasat la
Pembiaymn BPMPNFI bemsal ddi Anggaran Pendapatd d@ Belanja
Daerah Kabupaten Cianjur serta sumber pembiayaan laionya ydg sesuai
denga ketentuan dan/atau peraturb perundang-undagan lidg
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BAB \4II
KEPEGAWAIAN

pasal t9
{1) Kepala BPMPNFI dan kasubbag TU diangkat dm diberh€ntikm oleh

Bupati Cimju. atas usul repala Djnas.
(2) kpara BPMPNFI berkwajibm dm be.tanggurg jawab dar@

mempeBiapk banm p€nentuan kebija].o Kepala Dinas di bidec

BAB IX
KMENTUAN PENUTUP

Pasal20

Pada eat Perahlfu Bupati ini mulai berlaku:
a. Pe€tlfu Bupati Cieju Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pcmbentukan Balai Peninekatm Mutu Pendidikd Non Fotual Dm
Inforhal Pada Dinas Pendidika (Berita Daerah fabupaten Cianjur
Tanun 2010 Nomor l7);

b. PeEturu Bupati Cimjw Nomor la'IEhu 2O1O tentang Orgdisasi
Dd Tata (erja Bslai Peningkatan Mutu Pendidikan Non Foftla] Dd
Infomal Pada Dinas Pendidikan {Berita Daeran xabupaten Ciajur
Tahun 2010 Nomor l8), dicabut dm dinyatalan tidsk berlatu.

pasal 2l
Peratu@ Bupati ini mulai berlaku pada tDggal diudegkan. Agd
setiap ormg mengetanui memerintankan pengudar4@ Pecturu
Bupati ini dengd penempatenya dalm Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkd di cidjur
pada tagga123 Desembq 2014

BUPATI CIANJUR,

TJRTJEP MUCIITAR SOLEH

KRE'IARIS DAERAII
PATEN CIANJUR,

NAL MUTAQIN

RITA DAERAH KABIJPATEN CIAN'URTAHUN 2014 NOMOR44



PERA'IURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 44 TAHUN 2014
TENTANG : PEMBENTUIGN,
SUSUNAN ORGA]\IISASI DAN

KERJA
PENINGI<ATAN MI'TI'
PENDIDITAN NONFORMAL
DAN INFORMAL PADA DINAS
PEND]DIKAN
CIANJUR

BAGAN SIRUKTUR ORGANISASI
BPMPNF

Ditetapkan di Cimjur
pada tanggal 23 Desember 2014

BUPA'II CIANJUR,

atd.

TJETJEP MUCIITAR SOLEH

SE(SI PEL}flHAN
PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDI(AN
SEKSI PENGEMBANCAN


